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a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease
2019 (Covid-19) darr/atau dalam rangka menghadapi ancaman
yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas
sistem keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk
kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan memperhatikan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam
rangka penanganan pandemi Corona Virus' Disease 2019
(Covid-19) danj atau menghadapi an caman yang membahayakan
perekonomian nasional serta Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara
Kurang Bayar Dana 8agi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam
rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(Couid-19);

. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor' 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1958 tentang Perietapan Undang-Undang Darurat Nomor 10
Tahun 1957 antara lain mengenai Pernbentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1106);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia NOI!lQf 6~98);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, temkhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) danjatau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
danjatau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nornor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012
Nomoi' 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017
Nornor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2018 Nornor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

19. Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63~2);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Oalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [Berita Negata
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

24~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia T.ahun 2015 Nomor 203-6); sebagaimaria telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
-Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pflerah Tahun Anggaran 2Q2Q[berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1952);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tabun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
_(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2007
N9ID9f 13);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 13);

29. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telab
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubemur
Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubaban
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tabun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerab Provinsi
Kalimantan Selatan Tabun 2018 Nomor 71);
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 090
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2020 Nomor 90) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan:
a. Nomor 013 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Nomor 13);
b. Nomor 015 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Nomor 15);

c. Nomor 025 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
Nomor 25); dan

d. Nomor 026 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
Nomor 26),

diubah sebagai berikut:

Pasal I

PERATURANGUBERNUR TENTANG_PERUBAHANKELIMA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN NOMOR 090
TAHUN 2019 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DAN - BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUNANGGARAN2020.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

30. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0105
Tahun 201.8 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaanan
Pentausahaan, Pertangungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 056 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 0105 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
[Berita Daerah Provinsi Kalirnan tali. Selatan Tahun 2019
Nomor 56);

31. - Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090
Tabun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2019
Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 026
Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 26);
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Pasal4

~piran. sebagaim~a dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Gubemur ini.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IIPeraturan Gubernur ini.

~gkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal3

Pasal 2

Rp350.000.000.000,00

RpO,OO

Jumlah Pembiayaan Netto

SILPATahun Berkenaan

Rp350.000.000.000,OO
RpO,OO

Rp4.076.942.008. 774,00
Rp2.582. 170.468. 179,00

Rp6.659.112.476.953,00

(Rp350.000 .000.000 ,00)

Rp3.979 .214 .851.298,00
-Rp3.601.690.312.702,00

Rp7.580.905.164.009,00

Rp6.309.112.476.953_,00-Jumlah Pendapatan

2. Belanja Daerah semula:
a. Belanja Tidak.Langsung
b. Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Belanja Daerah berubah : _
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pendapatan Daerah Berubah :
a. Pendapatan AsHDaerah Rp3.214.491.040.000,00
b. Pendapatan Transfer Rp3.011.224.336.953,OO
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 83.397.100.000,00

Rp7.230.905.164.000,00Jumlah Pendapatan

Ketentuan Pasa11 angka 1 dan 2 diubah sehingga menjadi :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah Semula :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp3.824.033.840.000,00-
b. Pendapatan Transfer Rp3.323.474.224.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 83.397.100.000,00

Pasal1
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~piran. sebagaim~a dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal3

Pasa12

Rp350.000.000.000,00

RpO,OO

Jurnlah Pembiayaan Netto

SILPATahun Berkenaan

Rp350.000.000.000,00
RpO,OO

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp3.881.749.547.726,00
Rp2.401.056.838.319,00

Rp6.282.806.386.045,00

(Rp350.000.000.000,00)

Rp3.979.214.851.298,00
Rp3.601.690.312.702,00

Rp7.580.905.164.000,00

Rp5.932.806.386.045,00Jumlah Pendapatan

2. Belanja Daerah Semula :
a. Belanja Tidak.Langsung
b. Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Belanja Daerah Berubah :
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

Pendapatan Daerah Berubah :
a. Pendapatan AsHDaerah Rp2.840.108.799.000,00
b. Pendapatan Transfer Rp3.011.224.336.953,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah YangSah Rp 81.473.250.000,00

Rp7.230.905.164.000,00Jumlah Pendapatan

Ketentuan Pasal1 angka 1 dan 2 diubah sehingga menjadi : .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah Semula :
a. Pendapatan AsHDaerah Rp3.824.033.840.000,00
b. Pendapatan Transfer Rp3.323.474.224.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah YangSah Rp 83.397.100.000,00

Pasal1
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 6'-(

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1.~ .Ia~rll 2..0t.a
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN,

~.
ABDU(HARIS

SAHBIRIN NOOR

Ditetapkan di Banjarmasi
pada tanggal 1..'1 Ito r\ "La1.a

SELATAN, ~

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan, .

Pasal II
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